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BAB V 

PENUTUP 
A.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai Pemenuhan Hak Sipil Penyandang Disabilitas 

Mental dalam Mendapatkan Akses Dokumen 

Kependudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif 

Siyasah Tanfidziyah, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemenuhan hak penyandang disabilitas mental 

dalam mendapatkan akses dokumen kependudukan 

di Kabupaten Bengkulu Selatan belum berjalan 

secara optimal. Hal ini ditandai dengan tidak adanya 

program khusus bagi penyandang disabilitas mental 

dan pelayanan administrasi kependudukan yang 

masih bersifat pasif.  Selain itu, tidak terdapat data 

penyandang disabilitas mental di Dukcapil maupun 

di tingkat kelurahan, serta lemahnya koordinasi antar 

instansi terkait. Kondisi ini diperparah dengan 
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keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana, serta tidak adanya dukungan anggaran 

dan kendaraan operasional. Akibatnya, masih 

ditemukan penyandang disabilitas mental yang tidak 

memiliki dokumen kependudukan, bahkan hingga 

meninggal dunia tanpa identitas. 

2. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan 

kebijakan pendataan dan penerbitan dokumen 

kependudukan bagi penyandang disabilitas mental di 

Kabupaten Bengkulu Selatan belum mencerminkan 

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Prinsip 

keadilan belum terwujud secara substantif karena 

tidak adanya perlakuan khusus bagi penyandang 

disabilitas mental. Selain itu, terdapat indikasi 

kelalaian dalam pelaksanaan amanah oleh 

pemerintah daerah, yang terlihat dari tidak 

optimalnya implementasi kebijakan serta masih 

adanya penyandang disabilitas mental tanpa identitas 

hukum. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan 

tersebut belum sesuai dengan nilai-nilai dalam 
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siyasah tanfidziyah yang menekankan tanggung 

jawab, keadilan, dan kemaslahatan. 

B.   Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bengkulu Selatan dapat 

mengembangkan program khusus bagi 

penyandang disabilitas mental, seperti sosialisai 

mengenai hak sipil dan akses adminduk, 

pelayanan jemput bola untuk pendataan, 

perekaman, dan penerbitan dokumen 

kependudukan, serta dapat meningkatkan 

koordinasi dengan instansi terkait dalam 

pendataan penyandang disabilitas mental secara 

terpadu berbasis by name by address. 

2. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu 

Selatan dapat mendorong integrasi data 

penyandang disabilitas mental antarinstansi serta 

meningkatkan dukungan anggaran, sarana, dan 
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sumber daya manusia guna menunjang pelayanan 

administrasi kependudukan yang lebih inklusif. 

Selain itu, sosialisasi kepada keluarga dan 

masyarakat mengenai pentingnya dokumen 

kependudukan bagi penyandang disabilitas mental 

perlu dilakukan secara berkelanjutan agar 

pemenuhan hak-hak sipil kelompok rentan dapat 

terlaksana secara optimal. 
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